SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Menimbang

Mengingat

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan
yang baik dan profesional dengan sepenuhnya mengabdi pada
kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima,
transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme, diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan Zona
Integritas di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu menyusun dan
merencanakan program kerja untuk mewujudkan Zona Integritas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kota Sabang tentang Rencana Pembangunan Zona Integritas di

Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;;

Tambahan ¢,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6832):

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umur51

Provinsi, ()%
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

-3-

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
SABANG

Menetapkan Rencana Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan
Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Rencana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU wajib dipedomani dalam setiap pelaksanaan
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas enuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBN) di

Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang. /

KETIGA U(JF
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KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota
Sabang.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

¢ agian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
‘,‘.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS Dl
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

A. KONSEP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Rencana Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan
Kota Sabang diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi
yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Rencana Pembangunan Zona Integritas tersebut menjadi langkah prioritas dalam upaya
mewujudkan pelayanan oleh unit kerja pemerintahan yang sederhana, simpel, lincah, dan cepat.
Selain itu, beberapa keadaan yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang
lambat, berbelit-belit dan terdapat pungli. Hal ini tentu saja menjadi prioritas pelaksanaan
reformasi birokrasi yang harus dikawal bersama oleh stakeholder.

Dengan dibangunnya Zona Integritas, Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
bercita-cita untuk menjadi salah satu unit kerja yang masuk dalam konteks Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam ikhtiar untuk
memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Menciptakan Kinerja organisasi yang bebas korupsi merupakan dampak sekaligus tujuan
utama dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Melalui pelaksanaan pembangunan Zona
Integritas diharapkan tercipta sumber daya organisasi yang berintegritas dan terhindar dari
korupsi. Dampak lain dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas adalah efisiensi yang
lebih besar karena organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien.

Dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimal akan dihasilkan output yang lebih
optimal. Hal penting lainnya dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas adalah untuk
mempengaruhi sistem yang lebih luas. Unit organisasi yang melaksanakan pembangunan Zona
Integritas diharapkan mampu menularkan virus keberhasilannya untuk mempengaruhi sistem
organsasi yang lebih luas, sehingga mampu menghasilkan lebih banyak unit organisasi yang

memiliki zona integritas.

=
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B. MEKANISME PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih
dahulu perlu memastikan terlaksananya pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam
pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang menjadi perhatian instansi dan
unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN.

TAHAP | - PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan
instansi pemerintah atau pimpinan unit kerja bahwa instansi/unit kerja telah siap membangun
Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi
pemerintah/unit kerja yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah
menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

Kegiatan pencanangan merupakan langkah awal pembangunan zona integritas, namun
tidak diwajibkan terdapat acara yang khusus/formal pada saat pencanangan, akan tetapi yang
utama adalah penyebarluasan informasi terkait instansi/unit kerja sedang melakukan upaya
peningkatan tata kelola serta kualitas pelayanan melalui pembangunan Zona Integritas.

TAHAP |l - PENETAPAN UNIT KERJA

Penetapan unit kerja Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah
dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Unit kerja yang ditetapkan adalah unit kerja yang
memenuhi Kriteria antara lain:
1. Unit kerja yang melaksanakan layanan utama (core business) instansi pemerintah;
2. Unit kerja yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan

pelayanan prima; dan

3. Unit kerja yang mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan

pembangunan Zona Integritas.

TAHAP 11l - PEMBANGUNAN UNIT KERJA

Setelah Instansi Pemerintah menetapkan unit kerja, maka yang selanjutnya harus
dilakukan adalah pembangunan area perubahan Zona Integritas. Unit kerja perlu melakukan
penetapan program pembangunan Zona Integritas ini harus disesuaikan dengan hasil
identifikasi jenis layanan utama unit Kkerja, isu strategis dan risiko-risiko yang dihadapi oleh unit
kerja. Kemudian perlu disusun berbagai solusi yang inovatif sesuai proritas atas permasalahan-
permasalahan. Program-program kerja ini kemudian diselaraskan dengan enam area perubahan
yang ada pada Zona Integritas.

Lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan

dengan baik, maka unit kerja perlu membentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat dan pegawai

pada unit kerja untuk melakukan pembangunan pada tiap area perubahan.
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Tim-tim kerja inilah yang kemudian menyusun dan mengkoordinasikan rencana
kerja/aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas dalam pembangunan Zona Integritas
untuk kemudian dilaksanakan dengan seluruh anggita unt kerja.

Dalam pembangunan Zona Integritas pada unit kerja, hal-hal yang perlu dilakukan dan
menjadi perhatian adalah:

a. Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;

b. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti
dijelaskan pada unsur pengungkit;

c. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit
kerja yang diusulkan;

d. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan
korupsi;

e. Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan
masyarakat atau stakeholder;

f.  Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua
perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat; dan

g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit

kerja yang diusulkan.

TAHAP IV - PEMANTAUAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Selama unit kerja membangun Zona Integritas di Intemalnya masing- masing, maka perlu
dilakukan pendampingan dan pemantauan oleh Tim Penilai Internal (TPI). Hal ini untuk
memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan ZI berjalan sesuai dengan yang
direncanakan.

Oleh karena itu, TPI dalam proses pembangunan juga mempunyai peran untuk:

a. Menjadi tempat konsultasi bagi unit kerja yang sedang membangun Zona Integritas;

b. Menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan dalam rangka
pembangunan Zona Integritas di unit kerja sehingga unit kerja mempunyai pemahaman dan
persepsi yang sama terkait komponen- komponen pembangunan Zona Integritas;

c. Berkonsultansi kepada TPN terkait proses pembangunan Zona Integritas pada unit kerja.

Dalam hal pemantauan berkala, TPl harus mampu melakukan penilaian terhadap
pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh unit kerja dan hasil penilaian tersebut
disusun dalam bentuk rekomendasi terhadap pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja.

Pada tahap pembangunan sampai dengan tahap evaluasi hasil pembangunannya, terdapat
area-area yang menjadi yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan baik oleh Tim Kerja Zona

Intergritas pada unit kerja maupun TPIl. Pembangunan area-area perubahan ini akan dapat

membantu pencapaian sasaran Zona Integritas yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

akuntabel serta meningkatnya pelayanan publik yang prima.
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C. STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Dalam upaya mempercepat pembangunan zona integritas terdapat lima langkah utama
yang perlu diperhatikan yaitu:
1. Komitmen pimpinan
Landasan utama dalam membangun unit kerja menuju WBK/WBBM adalah adanya
komitmen dari setiap level pimpinan yang diikuti oleh seluruh pegawai yang ada dalam
unit kerja tersebut. Pimpinan harus memiliki peranan untuk menularkan semangat dan visi
terkait reformasi birokrasi pada unit kerjanya.
2. Kemudahan dalam pelayanan
Unit kerja yang berupaya menuju WBK/WBBM harus mampu menyediakan sumber
daya manusia yang kompeten, ramah, dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan.
Selain itu, unit kerja juga perlu menyediakan berbagai fasilitas yang lebih baik dalam
menunjang kemudahan pelayanan.
3. Program yang menyentuh masyarakat
Unit kerja yang sedang membangun zona integritas diharuskan untuk mampu mengenali
pengguna layanannya. Hal ini diperlukan agar program-program yang dibuat dapat
langsung dirasakan manfaatnya dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.
4. Monitoring dan evaluasi
Untuk memastikan bahwa program-program unit kerja yang sedang membangun Zona
Integritas tetap berada pada jalurnya maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi
berkelanjutan.
5. Manajemen media
Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahawa setiap aktivitas, perubahan
dan inovasi pelayanan yang telah dilakukan oleh unit kerja yang membangun Zona
Integritas diketahui oleh masyarakat.
Demikian beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam Rencana Pembangunan
Zona Integritas di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, sebagai upaya

sungguh-sungguh untuk menjadi salah satu unit kerja berpredikat WBK/WBBM.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
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